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Periode 1997-1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat akibat turunnya nitai tukar mata uang
rupiah secara drastis. Anjloknya rupiah menyebabkan pasar uang dan pasar modal rontok serta bank-bank
nasional dalam kesulitan besar. Pemerintah terpaksa melakukan tindakan likuidasi beberapa bank tanpa
memperhitungkan kepanikan nasabah, walaupun ada jaminan simpanan nasabah. Kepanikan nasabah
menyebabkan rush, sumber cash bank menjadi kosong. Bl menyuntikkan likuiditas berupa BLBI. Namun
suku bunga BLBI yang tinggi menciptakan beban tambahan karena bank juga dalam keadaan negative
spread. Pemilik bank juga tak berdaya, bangkrut karena telah menyalurkan kredit dalam jumlah besar yang
disalurkan ke kelompok sendiri, sehingga terjerat kredit macet.

Penyimpangan BLBI dimulai ketika BI memberikan dispensasi kepada bank-bank untuk mengikuti kliring
meskipun rekening gironya di Bl bersaldo debet, tanpa melakukan pre-audit. Akibatnya banyak bank tidak
mampu mengembalikan BLBI, diambil alih oteh pemerintah dan dimasukkan dalam program rekapitalisasi
penyehatan perbankan (rescue program). Pemerintah terpaksa mengel uarkan ratusan triliun rupiah metatui
suntikan dana BLBI, penerbitan obligasi Negara, SUN dan program penjaminan perbankan. Menurut data
Pusat Manajemen Obligasi Negara Depkeu RI, selama periode 1998-2002 hutang DN Indonesianaik Rp
551,767 triliun akibat program ini. Tahun 2002 Pemerintah membayar bunga obligasi rekap Rp 59,5 triliun,
atau setara dengan 17.3% pengetuaran APBN. Periode 2003-2006 pemerintah mengeluarkan rata-rata Rp 53
triliun/tahun. Kewajiban pelunasan pokok obligasi rekapitalisasi dan SUN tak kalah memusingkan. Periode
2004-2006 pemerintah rata-rata mengetuarkan Rp 34 triliun/tahun. Kemampuan pemerintah membayar
obligasi jatuh tempo ini diragukan karena kondisi keuangan negara sendiri sangat terjepit. Sekedar ilustrasi,
BPPN memperkirakan beban pembayaran obligasi rekap bisa membengkak hingga Rp 7.000 trityun, bahkan
Rp 14.000 trilyun, jika pemerintah melakukan roll-over pembayaran satu termin sgja. Karenanya APBN
mungkin dapat menjadi unsustainable dalam satu atau dua dekade ke depan karena jebakan hutang ini.

Pendanaan pembayaran bunga dan pelunasan obligasi negara dapat diatasi antaralain melalui privatisasi dan
penerimaan pajak. Namun kontribusi privatisas tidak tertalu besar dalam APBN, dan tidak bersifat
recurring. Sedangkan pajak adalah iuran dari warga negara untuk membiaya pengeluaran negara.
Kontribusinya dalam APBN 2004 mencapai 78%. Namun hal ini berarti perilaku fraud segelintir pengusaha
atau konglomerat dalam kasus BLBI menjadi tanggungan dan beban bersama jutaan warga negara pembayar

pajak.

PT Bank Tbk, bank swasta terbesar di Indonesia, merupakan salah satu penerima BLBI sehingga bisa
survive hinggakini. Bantuan yang diterima berupa pinjaman BLBI sebesar Rp 29,9 triliun yang kemudian
dikonversi menjadi penyertaan modal pemerintah sebesar nominal Rp 1,365 triliun (dan laku dijual sekitar
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Rp 7,053 triliun). PT Bank Tbk juga menerima bantuan berupa obligasi negara Rp 52 trilyun yang cukup
ditukar dengan asset bernilai pasar Rp 20 triliun sgja (sesuai due diligence PT Hakim). Dalam perhitungan
kasar, loss pemerintah pada kasus PT Bank Tbk mencapai lebih dari Rp 62 triliun belum termasuk
kewajiban pembayaran bunga sedikitnya Rp 5 triliun per tahun. Jika penerimaan perpajakan nasional tahun
2004 berjumlah Rp 278 triliun, berarti loss pemerintah pada kasus PT Bank Thk mencapai 25% dari total
penerimaan pajak nasional tahun 2004.

Secara garis besar terdapat 4 transaksi besar dalam kasus PT Bank Thk :

a. Pengucuran BLBI, kuasi reorganisasi sampai dengan divestasi saham.

b. Pembagian dividen setelah divestasi.

c. Penerbitan obligasi pemerintah, MSAA, recovery rate, dan bunga obligasi.

d. Pengambilalihan hak tagih non performing loan dengan nilai nihil oleh pemerintah.

Tujuan penulisan ini adalah membahas perbandingan antara |oss pemerintah dalam kasus ini dengan jumlah
PPh yang seharusnya terhutang oleh pihak-pihak yang menerima keuntungan terkait dengan penerimaan
BLBI sesuai Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2000, dan kontribusi pembayaran pajak para pihak tersebut.
Kesimpulan tulisan dapat merupakan masukan bagi pemerintah untuk tidak membiarkan potensi pajak
tersebut terabaikan, dan untuk membangun kesadaran masyarakat membayar pajak dan law enforcement. Ke
depan nanti diharapkan tulisan ini memberikan sumbangan pemikiran dan secaratidak langsung membantu
upaya pemerintah mewujukan masyarakat sadar dan peduli pajak.



